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1. Latar Belakang

Kondisi industri asuransi dan reasuransi global secara signifikan masih
terdampak oleh hardening market yang telah berlangsung selama beberapa tahun
kebelakang. Industri mengalami berbagai perubahan struktur program, perubahan
harga, dan penyusutan modal. Situasi ini masih terasa setidaknya hingga pada saat
renewal treaty pada awal 2023. Kondisi hardening market ini tentunya akan
mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan.

Dalam Pasal 3 POJK 71/2016 diatur bahwa setiap perusahaan asuransi wajib
memiliki tingkat solvabilitas sebesar 120%. Tingkat solvabilitas sendiri merupakan
tolak ukur kesehatan keuangan yang menggambarkan keadaan finansial melalui selisih
antara kekayaan dengan kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan diukur

menggunakan metode Risk Based Capital (RBC).
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Gambar 1. RBC perusahaan Asuransi Umum dan Jiwa Tahun 2016 - 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam waktu lima tahun terakhir (2016-
2021), terjadi peningkatan jumlah perusahaan asuransi umum maupun jiwa yang berada
di bawah standar minimal yang ditetapkan OJK. Pada 2021, tercatat terdapat tiga
Perusahaan asuransi umum dan tiga perusahaan asuransi jiwa yang memiliki tingkat
solvabilitas di bawah 120%. Jika ditelusuri lebih lanjut lagi, dapat ditemukan bahwa
34% dari seluruh perusahaan asuransi umum dan 38% dari seluruh perusahaan asuransi
jiwa di Indonesia mengalami tren penurunan tingkat solvabilitas dalam kurun waktu
lima tahun terakhir (2016-2021).

Antisipasi terjadi risiko gagal bayar perusahaan asuransi, melalui pasal 53 UU
Perasuransian No. 40 tahun 2014 pemerintah mewajibkan keikutsertaan perusahaan
asuransi dalam program penjamin polis. Pada praktiknya baru pada tahun 2023
pemerintah memperjelas pelaksanaan program penjaminan polis. Melalui UU No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”)
Pasal 7, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan fungsi tambahan untuk
merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan
melaksanakan program penjaminan polis. Dengan adanya LPS ini apabila suatu
perusahaan asuransi mengalami default, maka LPS akan menjamin kewajiban
perusahaan asuransi menyelesaikan tanggung jawab polisnya kepada pemegang polis.
Dalam kurun waktu 2014 - 2022, terdapat perusahaan asuransi di Indonesia yang telah
mengalami default atau gagal bayar seperti Jiwasraya dan bahkan izin usahanya dicabut
seperti Wana Artha Life dikarenakan kondisi perusahaan yang tidak sehat. Berdasarkan

kondisi ini diketahui bahwa beberapa Perusahaan Asuransi saat ini membutuhkan



skema perlindungan untuk menjaga fungsi dari asuransi dan kepastian penjaminan
polis.

Asuransi merupakan mekanisme transfer risiko antara pemegang polis dan
penerbit polis. Sehingga perusahaan asuransi tidak dapat menghindar dari akumulasi
risiko yang diberikan pemegang polis. Dalam memitigasi risiko tersebut juga dikenal
sistem reasuransi dimana perusahaan asuransi akan mentransferkan risikonya kembali
ke perusahaan reasuransi. Namun, perusahaan asuransi harus optimal dalam
memanfaatkan reasuransi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam
mengenai peran reasuransi dan penjaminan polis oleh LPS dalam menjamin risiko yang
ditanggung oleh perusahaan asuransi di Indonesia agar menjadi skema perlindungan
yang saling mendukung dan menguatkan sehingga dapat meningkatkan tingkat
kepercayaan masyarakat akan asuransi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis
terkait kebutuhan akan reasuransi di samping fungsi penjaminan polis oleh LPS di
Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan
dalam hal peningkatan performa bisnis pada industri asuransi dengan melibatkan LPS

serta reasuransi dalam penjaminan /pertanggungan asuransi.

. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur dengan mengumpulkan data
sekunder. Studi literatur dilakukan menelaah undang-undang terkait asuransi dan sektor

keuangan yang berlaku dengan jurnal, pustaka dan artikel asuransi.

. Hasil Pembahasan

a. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut UU P2SK dan

Perbandingannya dengan Negara lain

Sesungguhnya program penjaminan pemegang polis di Indonesia telah
diperkenalkan sejak diundangkannya UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
(“UU Perasuransian”). Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Perasuransian mengamanatkan
Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah wajib untuk menjadi peserta program
penjaminan polis. Di mana pada awal tahun 2023, Pemerintah akhirnya mengesahkan
UU P2SK yang memberikan fungsi tambahan kepada LPS untuk melaksanakan

program penjaminan polis. Tujuan penyelenggaraan program penjaminan polis sendiri



adalah untuk melindungi pemegang polis/tertanggung dari Perusahaan Asuransi yang
dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana amanat dari
UU Perasuransian, dalam UU P2SK mewajibkan seluruh Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah menjadi peserta program penjaminan polis dengan syarat
dan standar kesehatan keuangan tertentu yang dikoordinasikan oleh LPS dengan OJK.

Mekanisme penanganan dari Perusahaan Asuransi yang bermasalah
berdasarkan program penjaminan polis dimulai dari pemberitahuan oleh OJK kepada
LPS atas status pengawasan Perusahaan Asuransi. Selanjutnya, LPS melakukan
langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis. Langkah persiapan berupa
pemeriksaan Perusahaan Asuransi berdasarkan data dan dokumen pelengkap yang
dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 92 Bagian Program Penjaminan Polis pada UU P2SK,
apabila OJK telah mencabut izin usaha dari Perusahaan Asuransi yang bermasalah
tersebut maka LPS mengambil alih kepengurusan dari Perusahaan Asuransi tersebut.
Dalam rangka likuidasi Perusahaan Asuransi, LPS menjalankan beberapa tindakan
seperti menjalankan hak dari pemegang saham, mengalihkan aset dari Perusahaan
Asuransi serta melaksanakan pembayaran kewajiban Perusahaan Asuransi kepada
kreditur.

Sehubungan dengan hal di atas, sampai dengan diundangkannya UU P2SK ini,
Pemerintah belum mengatur perihal mekanisme pengalokasian dari pembayaran iuran
Perusahaan Asuransi atau dana yang telah dikumpulkan kepada LPS selama program
penjaminan polis ketika Perusahaan Asuransi default atau gagal melaksanakan
kewajiban kepada tertanggung. Selain itu, dalam pembayaran program penjaminan
polis, Pemerintah juga belum menetapkan mengenai batasan maksimal dari penjaminan
polis yang akan diberikan sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana agar program
penjaminan polis dapat segera direalisasikan.

Adapun implementasi dari program penjaminan polis oleh LPS tengah pada
tahap persiapan struktur organisasi baru dan penyusunan peraturan turunan dari
Undang-Undang tersebut. Tujuan dari program penjaminan polis ini pada dasarnya
untuk memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi bukan dalam rangka
penyelamatan perusahaan asuransi, sehingga ke depannya industri asuransi dapat
memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Peserta nantinya akan diwajibkan untuk
membayarkan sejumlah iuran awal atau iuran berkala seperti yang dilakukan pada
industri perbankan. Besaran premi atau iuran akan diatur dalam PP yang sebelumnya

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan
program penjaminan polis untuk melindungi dana masyarakat dalam industri asuransi.
Sebagai contoh, Singapura memiliki Singapore Deposit Insurance Corporation Limited
(SDIC). Dalam menjalankan tugasnya, SDIC bertanggung jawab kepada Monetary
Authority of Singapore (MAS). SDIC bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap nasabah perbankan serta nasabah asuransi melalui Policy Owners Protection
Scheme (PPF Scheme) yang terbagi atas PPF Life Fund dan PPF General Fund yang
dibentuk dari retribusi pada anggota Skema PPF dengan berbasis risiko. Retribusi yang
dibebankan merupakan persentase dari setiap kewajiban anggota Skema di bawah polis
asuransi yang dilindungi. Adapun skema dari PPF meliputi:

1) Kompensasi yang dijaminkan oleh PPF Fund apabila terjadi gagal bayar akan
secara otomatis berjalan

2) Penentuan pembayaran kompensasi bagi pemegang polis ditentukan berdasarkan
perintah pengadilan atau lembaga yang berwenang atau opini dari MAS.

3) SDIC kemudian memberikan pemberitahuan tertulis dalam surat kabar bahwa
kompensasi akan dibayarkan melalui PPF Fund.

Skema PPF melindungi pemegang polis asuransi jiwa dan umum yang tercakup
dalam anggota Skema dan diterbitkan oleh asuransi jiwa dan umum yang merupakan
anggota Skema PPF. Pemegang polis dapat berupa individu atau non-individu, seperti
perusahaan. Skema PPF melindungi polis asuransi jiwa (termasuk pengendara) yang
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa berlisensi yang merupakan anggota Skema
PPF. Contoh dari polis asuransi jiwa yang ditanggung meliputi:

a. Individual and group term life policies
b. Individual and group whole life policies

Individual and group endowment policies

o

d. Individual and group annuities
e. Individual and group long-term accident and health (A&H) policies
Sedangkan, pada asuransi umum, Skema PPF melindungi seluruh polis asuransi

wajib berdasarkan Motor Vehicles (Third Party Risks and Compensation) Act dan Work
Injury Compensation Act serta polis short- term accident and health (A&H) yang
dikeluarkan oleh anggota Skema PPF. Selain itu, Skema PPF juga mengcover polis
personal lines yang melingkupi:

a. Personal motor insurance policies

b. Personal travel insurance policies



c. Personal property (structured and contents) insurance policies
d. Foreign domestic maid insurance policies
Berdasarkan Fourth Schedule pada Deposit Insurance and Policy Owners Protection
Act 2011, diatur mengenai rasio proteksi yang terdiri atas:
a. Jumlah maksimum untuk tunjangan/pensiun sebesar $100.000
b. Jumlah maksimum untuk asuransi kelompok sebesar $100.000
c. Jumlah maksimum untuk asuransi kelompok dengan nilai tebus (surrender
value) sebesar $50.000
d. Jumlah maksimum untuk asuransi umum $500.000, dibatasi untuk personal
lines antara lain polis kendaraan dan rumah tinggal
e. Jumlah maksimum untuk asuransi dengan nilai tebus (surrender value)

$100.000

Selain Singapura, Malaysia juga telah menerapkan program penjaminan polis
melalui Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Tujuannya adalah melindungi
simpanan di bank ketika terjadi gagal bayar pada bank serta manfaat takaful and
insurance yakni perlindungan jika terjadi kegagalan bayar pada perusahaan asuransi.
Dasar hukumnya adalah Lembaga pemerintah Malaysia yang didirikan pada tahun 2005
di bawah Undang-Undang tentang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM Act).
Fungsi PIDM adalah mengelola dua sistem perlindungan konsumen keuangan, yaitu
Deposit Insurance System (DIS) untuk melindungi deposan bank dan Takaful &
Insurance Benefits Protection (TIPS) untuk pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi.
Dalam DIS, semua jenis deposan, baik bisnis maupun individu, dilindungi. Batas
maksimum pertanggungan adalah RM250.000 per deposan per bank anggota. Ini
termasuk jumlah pokok deposit dan bunga/pengembalian. Dengan batas RM250.000,
97% deposan terlindungi sepenuhnya.

Selanjutnya, selain untuk DIS, PIDM juga bermanfaat untuk menyelenggarakan
program penjaminan pemegang polis pada TIPS. Adapun mekanisme perlindungan
pada TIPS adalah berlaku secara otomatis dan tidak memerlukan proses pendaftaran
terlebih dahulu. Dalam hal Perusahaan Asuransi bankrupt, maka PIDM
bertanggungjawab untuk membayarkan klaim berdasarkan Takaful Certificate dan
Insurance Policy. Adapun maksimum manfaat perlindungan dari takaful atau insurance
benefits sampai dengan RM500.000. Manfaat dari TIPS antara lain death, permanent

disability, critical illness, medical expenses dan maturity value (mengecualikan bagian



dari investasi).

Pemerintah perlu memperjelas produk-produk asuransi yang dapat dijamin
melalui LPS. Jika kita melihat Singapura, penjaminan polis menitikberatkan pada polis-
polis yang bersifat compulsory dan individu. Oleh karena itu, terdapat batasan tanggung
jawab yang diberikan oleh SDIC. Sedangkan Malaysia, hanya memberikan jaminan
untuk polis-polis yang dikeluarkan di Malaysia dengan mata uang yang telah
dikonversikan ke mata uang Malaysia. Program TIPS memberikan batasan maksimal
penggantian secara spesifik pada peraturan yang berlaku.

Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang di dalamnya memuat
perihal dasar dari penetapan batas maksimal penjaminan polis yang dapat diberikan
oleh LPS kepada Perusahaan Asuransi yang mengalami default, yang dapat dilakukan
dengan memperhatikan performa bisnis dari Perusahaan Asuransi yang dapat dilihat
dalam berbagai faktor seperti besarnya gross premi yang masuk pada suatu Perusahaan
Asuransi, hasil keuntungan bersih yang diperoleh, serta claim history yang ditanggung

oleh Perusahaan Asuransi.

b. Kondisi Reasuransi Indonesia

o Skema bisnis Reasuransi
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Dalam mendapatkan premi, perusahaan asuransi akan selalu menerima risiko.
Oleh sebab itu perusahaan asuransi tidak akan bisa menghindari risiko. Dalam industri
asuransi, kerugian dapat timbul dengan berbagai cara. Bencana besar atau catastrophic
menjadi salah satu alasan para insurer menggunakan reasuransi. Hal ini dilakukan

dalam rangka meminimalisir kerugian dari insurer. Jika terjadi bencana besar atau



catastrophic sementara perusahaan asuransi tidak memiliki program reasuransi akan
berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan asuransi. Pada Gambar 2, terlihat
bahwa reasuransi sangat berperan penting pada perusahaan asuransi dalam menghadapi
risiko. Perusahaan asuransi memiliki retensinya sendiri, maka perusahaan asuransi
harus melakukan transfer risiko di luar retensinya. Perusahaan asuransi dapat
melakukan transfer risiko kepada perusahaan reasuransi.

Secara sederhana, reasuransi adalah suatu mekanisme mengasuransikan
asuransi, memberikan proteksi kepada perusahaan asuransi. Reasuransi memiliki
beberapa fungsi yakni; penyebaran risiko (spreads risk), meningkatkan kapasitas,
menyediakan keamanan, meningkatkan stabilitas dalam hasil (increases stability in
results) dan meningkatkan kepercayaan diri (confidence). Dalam spreads risk,
perusahaan asuransi melakukan spreads risk untuk mencegah terjadinya risiko
keuangan yang tidak diinginkan. Perusahaan asuransi tidak dapat menghindari risiko,
melainkan perusahaan asuransi wajib menerima risiko agar mendapatkan premi.
Reasuransi sangat penting bagi perusahaan asuransi, karena reasuransi memberikan
tingkat kontrol keuangan yang lebih besar atas risiko yang ditanggung perusahaan.
Dengan reasuransi sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, potensi dampak
kerugian di masa depan akan tersebar.

Dalam increases capacity, penggunaan reasuransi memungkinkan perusahaan
asuransi untuk menawarkan kapasitas gross yang lebih besar. Akseptasi risiko yang
besar dapat dilakukan di depan untuk kemudian sebagian besar di-reasuransikan.
Alasan lain untuk melakukan reasuransi adalah bahwa perusahaan asuransi ingin
dibebaskan dari beberapa ketidakpastian kerugian yang fluktuatif. Dengan reasuransi
increases stability in results dapat dicapai. Penanggung dapat menghindari fluktuasi
klaim dari tahun ke tahun dan dalam satu tahun jika memiliki program reasuransi yang
tepat. Dengan reasuransi kepercayaan diri atau confidence Insurer juga dapat
meningkat. Ketika pada periode ketidakpastian atau uncertainty misalnya, perusahaan
asuransi akan merasa percaya diri di dalam memasarkan produk yang dimiliki dengan
jaminan pengembalian reasuransi. Hal ini berarti jika terjadi kerugian maka perusahaan
asuransi memperoleh penggantian, jika termasuk dalam luas jaminan/proteksi
reasuransi tentunya.

Menurut Undang-Undang Perasuransian, reasuransi adalah usaha jasa
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi,

perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Bentuk dari reasuransi



terbagi menjadi dua, yaitu proporsional dan non-proporsional. Secara ringkas,
proporsional adalah bentuk reasuransi dengan pembagian saham atau share premi dan
beban klaim perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi selalu dalam proporsi yang
sama. Non-proporsional adalah bentuk reasuransi dengan pembagian saham atau share
premi dan beban klaim untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak
dalam proporsi sama. Perusahaan asuransi akan menanggung sendiri kerugian dari
beban klaim yang menjadi tanggung jawabnya kepada tertanggung hingga batas jumlah
tertentu yang telah disepakati dengan reasuransi.

Adapun tipe dari reasuransi dapat disebutkan dengan treaty maupun fakultatif.
Treaty merupakan perjanjian reasuransi yang bersifat portofolio dan umumnya adalah
selama satu tahun. Dalam treaty, reinsured wajib memberikan sesi dan reasuradur wajib
menerima sesi yang masuk ke dalam cakupan terms and conditions (T/C) atau syarat
dan ketentuan yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Dalam perjanjian treaty
ini, premi dan klaim dilaporkan dalam bentuk statement of account atau SOA secara
periodik. Treaty dalam reasuransi dibagi menjadi treaty proporsional dan treaty non-
proporsional. Treaty proporsional terbagi menjadi dua yaitu quota share yang membagi
saham atau share risiko dalam persentase yang tetap, dan surplus treaty dimana
perusahaan reasuransi menanggung kelebihan risiko atas risiko sendiri atau own
retention dari perusahaan asuransi. Secara umum Treaty non-proporsional terbagi
menjadi dua, yaitu excess of loss dan stop loss ratio. Excess of loss adalah ketika
perusahaan reasuransi hanya akan menanggung suatu kerugian di atas nilai deductible
yang ditahan (retention) oleh perusahaan asuransi. Stop loss ratio adalah ketika dasar
dari penetapan tanggung jawab perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
dinyatakan dalam bentuk persentase perbandingan antara pendapatan premi dengan
klaim.

Berbeda dengan treaty yang merupakan perjanjian portofolio, Fakultatif adalah
perjanjian reasuransi yang bersifat risk by risk atau single risk. Dalam perjanjian
fakultatif, reinsured bebas menawarkan atau tidak menawarkan suatu risiko, dan
reasuradur memiliki kebebasan juga dalam menerima atau menolak risiko yang
ditawarkan tersebut. Dalam fakultatif, premi dan klaim dilaporkan secara individu
(individual slip).

Fakultatif proportional bekerja secara proporsional berdasarkan besarnya share
yang disetujui antara reasuradur dan penanggung. Perhitungan premi dilakukan secara

proporsional begitu pun jika klaim terjadi maka besarnya kewajiban reasuradur sebesar



share yang disetujuinya. Skema berikut memberikan ilustrasi dalam penerapan program
fakultatif. Contoh dari fakultatif proporsional adalah ketika terdapat Sum Insured (nilai
pertanggungan risiko) melampau kapasitas maksimum yang boleh masuk ke dalam
treaty. Perusahaan asuransi menempatkan reasuransi dengan fakultatif yang bersifat ke
reasuransi. Tabel di bawah ini menunjukkan secara sederhana alokasi risiko anatara
Asuransi dan Reasuransi.

Tabel Ilustrasi Program Fakultatif

Tertanggung TSI Fakultatif Premi Premi Klaim Klaim
Share Reasuransi Reasuransi
Pabrik A 50,000,000 20% 50,000 10,000 10,000 2,000
Pabrik B 100,000,000 10% 100,000 10,000 2,000,000 200,000
Pabrik C 60,000,000 5% 60,000 3,000 15,000 750

Berdasarkan tabel ilustrasi di atas, misal pabrik A membeli asuransi ke sebuah
perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tersebut ternyata tidak dapat menanggung
risikonya sendiri, sehingga perusahaan asuransi tersebut melakukan reasuransi secara
fakultatif proporsional kepada perusahaan reasuransi dengan share 20%. Sehingga
dengan mekanisme ini, perusahaan reasuransi ikut menanggung pabrik A tersebut,
dimana mereka akan menerima premi sebesar 20% dari premi yang telah dibayarkan ke
perusahaan asuransi. Apabila terjadi kerugian dan menimbulkan terjadinya klaim
sebesar 10,000 maka perusahaan reasuransi turut berkontribusi membayar klaim
tersebut sebesar 20%, yaitu 2,000.

Grafik di bawah ini memperlihatkan perbandingan premi asuransi dengan premi

reasuransi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021.
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Gambear 3. Perbandingan Premi Asuransi dan Reasuransi Indonesia




Grafik di atas merupakan grafik perbandingan premi asuransi dan premi
reasuransi di Indonesia. Terjadi perbedaan yang signifikan antara perusahaan asuransi
dan perusahaan reasuransi. Kondisi ini merupakan hal yang lazim terjadi pada sistem
asuransi, karena ada beberapa lini bisnis asuransi yang risikonya dapat ditangani oleh
internal perusahaan asuransi. Selain itu, dalam sistem ekonomi terbuka, perusahaan
asuransi juga memiliki akses membeli kapasitas reasuransi dari luar negeri. Hal ini juga
ditujukan untuk menghindari terkonsentrasinya risiko di dalam negeri.

Dengan tujuan yang sama dan dalam upaya meningkatkan premi reasuransi,
perusahaan reasuransi dalam negeri seharusnya juga mendapatkan bisnis dari luar
negeri. Sehingga terjadinya kestabilan dan penyebaran akumulasi risiko secara
nasional. Untuk mewujudkan hal ini, reasuradur dalam negeri harus bersaing dengan
reasuradur luar negeri. Perusahaan reasuransi perlu memiliki kapasitas yang memadai
yang tentunya hal ini terkait dengan kekuatan modal yang dimiliki. Hal ini akan dibahas

pada bagian selanjutnya tulisan ini.

o Klausula cut through

Hubungan perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi terpisah dan berbeda
dari hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi (penanggung). Tidak ada
privity of contract atau hubungan hukum antara reasuradur dan pemegang polis. Dengan
demikian pemegang polis tidak dapat meminta reasuransi untuk memberikan ganti rugi
jika perusahaan asuransinya gagal membayar kerugian tersebut. Asas privity of contract
adalah suatu landasan perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang berlaku dan
mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak yang membuat
perjanjian harus menghormati semua klausul yang ada pada kontrak tertulis yang telah
dibuat. Pada dasarnya, asas privity of contract menyatakan bahwa hanya para pihak
yang terdapat pada kontrak tertulis, yang dapat terlibat dalam segala aktivitas yang
berhubungan dengan perjanjian tertulis yang telah dibuat. Di Indonesia sendiri, asas
berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dimana apabila para pihak yang
membuat Perjanjian sudah menyepakati isi dari Perjanjian tersebut maka para pihak
tersebut wajib melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan di dalam Perjanjian.

Dalam kondisi tertentu sebenarnya perjanjian asuransi dan reasuransi juga
memiliki mekanisme untuk melindungi tertanggung dari risiko gagal bayar perusahaan
asuransi. Mekanisme ini menggunakan klausula cut through dalam polis asuransi dan

perjanjian reasuransi. Kutipan berikut merupakan contoh dari klausula cut through:



“It is further noted and agreed that all reinsurers of this policy shall pay in full subject to

policy deductibles only, any and all losses covered by this policy or claims agreed to the
insured in lieu of payment to the company, its successors in interest and or assignees. This
clause shall operate unless and until cancelled in writing by the insured.

In the event that the company becomes insolvent or goes into liquidation and as a result

defaults in the payment of any loss or losses payable under the terms of this policy, the

reinsurers shall notwithstanding such defaults assume liability for such losses, payment or
payments and make payments thereof to the Insured to the full extent of their interest
without any deduction or deductions whatsoever.

The company hereby agrees that any such payments made by the reinsurer herein in

accordance with this agreement shall constitute a discharge of reinsurers liability in respect

of the particular claims and shall release them from any liability they would have had to
the company in respect of such claims.

The insurers agree not to exercise the right of cancellation in event of non payment of

reinsurance premium without first giving 30 days prior notice to insured named herein. ”

Kutipan klausula cut through diatas merupakan contoh klausula yang lazim
disematkan pada perjanjian reasuransi. Pada awal klausula dijelaskan bahwa setiap
perusahaan reasuransi hanya bertanggung jawab diatas deductible polis. Tanggung
jawab perusahaan reasuransi timbul dari klaim yang terjadi dan sudah disetujui oleh
penanggung dan tertanggung. Ketika perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan
maka perusahaan reasuransi memiliki tanggung jawab atas klaim yang belum
dibayarkan sebesar bagian reasuransi dalam perjanjian tersebut. Dalam klausula ini juga
dijelaskan perusahaan reasuransi akan lepas dari tanggung jawab ke perusahaan
asuransi yang default jika pembayaran klaim sudah dilakukan.

Klausula cut through menjadi daya tarik bagi tertanggung karena melalui
klausula ini mereka memiliki kepastian jaminan dari perusahaan reasuransi. Klausula
ini lazimnya disematkan pada polis asuransi yang memiliki nilai pertanggungan yang
cukup besar contohnya polis pembangunan infrastruktur. Klausula ini dapat bekerja jika
dan hanya jika perjanjian reasuransi yang dimiliki perusahaan asuransi juga
menyematkan klausula ini. Dalam polis asuransi, klausula ini merupakan endorsement
artinya klausula ini bukan merupakan klausula pada polis standar. Selain itu, untuk
menyematkan klausula endorsement akan ada tambahan premi yang dibebankan
penanggung. Pada program reasuransi, biasanya perusahaan asuransi akan
menyematkan klausula ini pada perjanjian fakultatif sehingga tetap ada manajemen

risiko bagi underwriter perusahaan reasuransi untuk menilai risiko klausula.



Syarat berikutnya agar klausula ini bekerja adalah status perusahaan asuransi.
Klausula ini tidak dapat bekerja sebelum adanya kepastian status kebangkrutan
perusahaan asuransi dan tidak mampu membayarkan tanggung jawabnya kepada
tertanggung. Penanggung harus mengakui klaim sesuai dengan ferms and conditions
atau diputuskan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran oleh pengadilan
dengan yurisdiksi yang berwenang atau arbitrase yang dibentuk dan bertindak sesuai
dengan hukum yang sah dan mengikat perjanjian arbitrase Likuidator atau praktisi
kepailitan lain yang ditunjuk, harus menginstruksikan reasuransi secara tertulis untuk
melakukan pembayaran langsung ke tertanggung atau nasabah atau penerima manfaat
sebagaimana keadaannya, dengan ketentuan bahwa instruksi tersebut tidak dapat ditarik
kembali. Sebelum reasuransi diminta untuk melakukan pembayaran, harus dibuktikan
bahwa pembayaran langsung ini sesuai persetujuan cut through. Setelah proses
pembayaran klaim telah dilakukan maka perusahaan reasuransi telah melepaskan
tanggung jawabnya membayarkan klaim kepada perusahaan asuransi. Namun dalam
melaksanakan klausa ini, setiap perjanjian yang dibuat wajib untuk memperhatikan dan
menyesuaikan pelaksanaannya dengan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku pada
masing-masing negara.

Reasuransi memiliki fungsi memberikan proteksi kepada perusahaan asuransi.
Dengan adanya reasuransi, perusahaan asuransi mendapatkan banyak manfaat seperti
misal penyebaran risiko (spreads risk), meningkatkan kapasitas, menyediakan
keamanan, meningkatkan stabilitas dalam hasil (increases stability in results), dan
meningkatkan kepercayaan diri (confidence). Praktek reasuransi telah memiliki skema
proteksi tertanggung untuk mengantisipasi kegagalan perusahaan asuransi memenuhi
kewajibannya melalui klausula cut through clause. Melalui klausula ini, tertanggung
dari perusahaan asuransi yang mengalami default dapat langsung menagih kewajiban
pembayaran atas klaim yang sudah terjadi kepada perusahaan reasuransi. Pembayaran
klaim sesuai dengan besarnya share perusahaan reasuransi atas perusahaan asuransi
terhadap sebuah pertanggungan. Dengan adanya praktik cut through clause di
reasuransi, maka perusahaan asuransi mendapatkan double proteksi dari reasuransi.
Dengan adanya LPS yang bertugas menjamin polis, maka perusahaan asuransi

mendapatkan “triple” proteksi.



c. Manajemen Risiko
o Manajemen risiko perusahaan asuransi

Berbicara mengenai asuransi, tentu erat kaitannya dengan risiko. Risiko dapat
diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian tidak menguntungkan atau kejadian
yang tidak dapat diperkirakan dan tidak pasti. Umumnya, risiko dapat dikelola melalui
tiga cara yaitu kontrol risiko, pembiayaan risiko, dan pengurangan risiko.

Kontrol risiko dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi risiko yang
ada dan jika diperlukan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian.
Pembiayaan risiko dilakukan sebagai perlindungan akibat terjadinya kerugian,
dilakukan melalui mekanisme risk retention, risk transfer, dan perlindungan.
Pengurangan risiko dilakukan dengan menghentikan kegiatan-kegiatan yang berisiko
tersebut akan tetapi tidak selalu mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, diversifikasi
atau penyebaran risiko menjadi alternatif yang bagus untuk pengurangan risiko.

Manajemen risiko perusahaan asuransi di Indonesia telah diatur dalam SEOJK
8/2021 dimana setiap perusahaan asuransi wajib melakukan penerapan manajemen
risiko untuk risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko
pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian
profil risiko setiap perusahaan mengacu pada POJK 28/2020.

Industri perasuransian merupakan industri yang berbasis modal, oleh karena itu
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 yang mengatur
modal disetor minimum yaitu 100 Miliar Rupiah bagi perusahaan asuransi. Dengan
modal minimum tersebut tentunya suatu perusahaan asuransi tidak dapat menanggung
seluruh risikonya sendirian, oleh karena itu risiko tersebut akan ditransfer melalui
mekanisme reasuransi kepada reasuransi sesuai dengan POJK 39/2020 tentang Retensi
Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Dengan adanya reasuransi ini,
perusahaan asuransi hanya perlu menanggung risiko hingga batas retensinya sendiri,
dan sisanya akan ditransfer ke perusahaan reasuransi. Batas retensi dari tiap perusahaan
asuransi sendiri telah diatur pada SEOJK 31/2015 dengan batas maksimum sebesar 10%
dari Modal Sendiri dan batas minimumnya telah diatur lebih detailnya pada SEOJK

tersebut.



o Manajemen risiko perusahaan reasuransi

Seperti perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi juga melakukan manajemen
risiko seperti yang telah diatur SEOJK 8/2021. Reasuransi juga merupakan contoh dari
pembiayaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melakukan risk
transfer atas risiko yang mereka tahan. Reasuradur akan menanggung sebagian dari
risiko perusahaan asuransi sebagai ganti atas premi yang diterima, hal ini disebut “sesi”.
Para reasuradur juga bisa saling menanggung risiko diantara mereka atau yang disebut
retrosesi.

Reasuransi tentunya memiliki peran penting dalam manajemen risiko di dalam
industri asuransi, akan tetapi kondisi reasuransi di Indonesia sendiri masih belum

mampu untuk menanggung seluruh risiko yang ada di Indonesia.

Neraca Reasuransi

2017 2018 2019 2020 2021

m Nett Reas dari Luar Negeri m Nett Reas ke Luar Negeri Balance Nett

*dalam triliun rupiah
Gambar 4. Neraca perdagangan reasuransi Indonesia 2017-2021

Hal ini dapat dilihat melalui data neraca perdagangan reasuransi di Indonesia
pada gambar di atas, meskipun neraca perdagangan reasuransi 2021 telah membaik
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, net balance nya masih defisit. Hal ini
menggambarkan bahwa para reasuradur dalam negeri belum mampu menahan laju

reasuransi ke luar negeri.
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Gambar 5. Perbandingan akumulasi total aset beberapa negara dan beberapa

perusahaan reasuransi
Ketidakmampuan reasuradur dalam negeri dalam menahan laju reasuransi ke
luar negeri disebabkan oleh kurangnya kapasitas yang mereka miliki dalam
menanggung seluruh risiko di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 3
dimana jumlah aset yang dimiliki oleh seluruh perusahaan perasuransian di Indonesia
masih tertinggal jauh dibandingkan dengan jumlah aset reasuradur global seperti

Munich Re, Swiss Re, dsb.

d. Peran Reasuransi

Berdasarkan UU P2SK, LPS memiliki peran sebagai penyelenggara Program
Penjaminan Polis untuk melindungi para pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari
perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya karena mengalami kesulitan keuangan.
Pada dasarnya, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah
asuransi, bukan untuk penyelamatan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang
mengikuti program ini wajib memiliki tingkat kesehatan tertentu sesuai standar yang
ditentukan oleh LPS dan OJK. Dengan kata lain, LPS berperan penting ketika
perusahaan asuransi telah menghadapi kesulitan keuangan, namun dalam
pelaksanaannya bukan berarti bahwa perusahaan asuransi yang sehat menjadi penopang

tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang kesehatan keuangannya kurang baik.



Hal inilah yang menjadi penekanan penting yang perlu diperhatikan mengenai
skema bisnis pada industri asuransi, yakni bagaimana perusahaan memiliki pengelolaan
yang baik terkait dengan proteksi risiko-risiko tertanggung. Disini peran reasuransi
menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kepada perusahaan asuransi untuk
mengurangi konsentrasi risiko yang harus ditanggung dengan mempertimbangkan
berbagai aspek seperti aspek manajemen, teknik asuransi dan hukum. Risiko yang telah
dialihkan akan disebarkan lagi kepada penanggung ulang berikutnya yang dikenal
dengan skema bisnis retrosesi. Pada kenyataannya sebagian besar risiko yang ditutup
oleh perusahaan asuransi akan disebarkan kepada reasuransi. Melihat hal ini perusahaan
reasuransi memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan dalam mengatasi

permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis asuransi.
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Gambar 6. Rekapitulasi Premi dan Klaim Reasuradur Dalam Negeri

Jika melihat rekapitulasi premi dan klaim reasuradur dalam negeri diketahui
bahwa tren premi dan klaim reasuradur mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini
berarti bahwa akumulasi risiko yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi cukup
besar sehingga membutuhkan kapasitas yang lebih besar pula. Pada kenyataannya
ekuitas perusahaan reasuransi dalam negeri masih tidak sebanding jika dibandingkan
dengan perusahaan reasuransi di luar negeri. Bahkan jika diakumulasikan, ekuitas
seluruh perusahaan reasuransi di Indonesia masih tidak dapat menyaingi perusahaan

reasuransi luar negeri.
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Gambar 7. Ekuitas Perusahaan Reasuransi

Oleh karena itu, untuk mendukung keberlanjutan industri asuransi yang lebih
kuat dibutuhkan perusahaan reasuransi dengan kapasitas yang besar. Penambahan
kapasitas perusahaan reasuransi salah satunya dapat dilakukan dengan penguatan modal
atau ekuitas. Dengan demikian, perusahaan reasuransi akan memiliki kapabilitas untuk
menjamin cakupan risiko yang lebih luas sehingga stabilitas bisnis dari perusahaan

asuransi dapat lebih terjamin pula.

Kesimpulan dan Saran

Melalui UU P2SK pemerintah memberikan fungsi tambahan LPS sebagai
lembaga penjamin polis untuk melindungi kepentingan konsumen asuransi. Namun,
pemerintah perlu menegaskan intensi lembaga penjamin polis, apakah ditargetkan untuk
lini bisnis asuransi commercial lines atau personal lines? ketegasan tersebut untuk
memberikan batasan yang jelas atas tanggung jawab lembaga penjamin polis. Sebagai
contoh Singapura membentuk lembaga penjaminan polis hanya untuk lini bisnis
asuransi personal lines. Selain itu, Malaysia meskipun tidak membatasi lini bisnis

namun memberikan batasan mata uang dan besaran tanggung jawab lembaga penjamin.



Terlepas dari keputusan pemerintah terkait sasaran lini bisnis LPS, baik lini
bisnis commercial atau personal memiliki potensi yang sama untuk merugikan
keuangan asuransi. Umumnya risiko commercial memiliki nilai cenderung lebih besar
dari personal. Dalam prinsip spreading risk perusahaan asuransi akan membagi
sebagian besar risiko ke perusahaan reasuransi dan menahan risiko tergantung
kemampuan retensi yang dimiliki. Sehingga ketika terjadi klaim, perusahaan reasuransi
akan menjaga klaim di atas retensi asuransi. Ketika nilai di atas retensi dilindungi oleh
reasuransi maka lembaga penjamin polis akan melindungi retensi perusahaan asuransi.

Perjanjian reasuransi memiliki klausula cut through untuk melindungi
tertanggung dari risiko gagal bayar perusahaan asuransi yang mengalami kebangkrutan.
Dengan klausula tersebut, saat perusahaan asuransi collapse maka tertanggung dapat
menagihkan klaim yang telah disetujui langsung ke perusahaan reasuransi. Nilai klaim
disesuaikan dengan bagian perusahaan reasuransi atas risiko milik tertanggung. Hal
tersebut meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasabah atau tertanggung dalam
berasuransi.

Namun demikian karena perusahaan reasuransi menanggung sebagian besar
risiko, hal ini akan menimbulkan potensi risiko kredit perusahaan asuransi. Dalam hal
ini risiko kredit merupakan risiko kegagalan memenuhi tanggung jawab pembayaran
klaim perusahaan asuransi karena reasuradur gagal memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan perusahaan reasuransi luar negeri ekuitas
perusahaan reasuransi dalam negeri masih jauh dibawah mereka. Tanpa adanya
penguatan permodalan perusahaan reasuransi tidak dapat menjalankan fungsi
penyebaran risiko dengan menyediakan kapasitas bisnis internasional. Kegagalan
reasuradur dalam negeri memenuhi kewajibannya juga dapat menyebabkan masalah
sistemik di ekosistem perasuransian Indonesia jika perusahaan asuransi dalam negeri
sangat bergantung pada reasuradur dalam negeri.

Berikut rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat inisiatif pemerintah

dalam memperkuat industri asuransi:

a. Peraturan Pemerintah terkait skema LPP

Dalam implementasinya, program penjaminan polis yang tercantum dalam UU
P2SK memerlukan peraturan-peraturan tambahan untuk menguatkan skema
penjaminan polis yang akan dilaksanakan oleh LPS. Seperti diketahui, sejauh ini UU

P2SK belum mengatur perihal pembayaran iuran Perusahaan Asuransi atau premi yang



menjadi beban Perusahaan asuransi/ pemegang polis. Demikian juga, mekanisme
penggantian ketika Perusahaan Asuransi default atau gagal melaksanakan kewajiban
kepada tertanggung belum diatur. Selanjutnya, Pemerintah juga perlu untuk
menetapkan batasan kompensasi yang akan diberikan kepada pemegang polis dengan
mempertimbangkan kondisi industri asuransi di Indonesia. Sebagaimana penerapan di
Singapura dan Malaysia yang telah terlebih dahulu menetapkan batas maksimum
kompensasi atas pertanggungan yang diberikan serta jenis produk asuransi yang dapat
dijamin, demikian pula Pemerintah perlu untuk menetapkan jenis produk asuransi yang
akan dimasukkan dalam program penjaminan dan melakukan evaluasi secara berkala
terhadap kinerja produk-produk pada setiap lini bisnis asuransi sehingga dapat
menentukan atau merumuskan batasan penjaminan yang sesuai dan apakah pemberian
jaminan tersebut mencakup personal lines ataupun commercial lines.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi perekonomian
yang mungkin mempengaruhi kondisi industri itu sendiri pada tahun berjalan. Seperti
halnya Malaysia maupun Singapura yang secara berkala melakukan penyesuaian pada
program penjaminan yang ada, maka Pemerintah juga perlu untuk terus melihat
perkembangan kondisi ekonomi untuk menyesuaikan besaran penjaminan yang
diberikan dan melakukan pembaharuan secara berkala apabila diperlukan. Penetapan
besaran kompensasi diperlukan bukan hanya untuk kemajuan industri asuransi,
melainkan juga untuk kepentingan dari setiap pemegang polis agar kepastian akan peran
LPS lebih nyata meskipun persentase risiko yang dijaminkan tidak sebesar dengan yang
ditanggung oleh Perusahaan Reasuransi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Skema yang rinci diperlukan agar dalam pelaksanaannya LPS memiliki
kemampuan mumpuni untuk melindungi pemegang polis asuransi dari dampak
kegagalan perusahaan asuransi. Hal ini diperlukan agar LPS benar-benar dapat
memaksimalkan alokasi dana yang terhimpun, sehingga pada pelaksanaannya
perusahaan asuransi yang sehat tidak menjadi penopang tambahan bagi perusahaan-

perusahaan yang kesehatan keuangannya kurang baik.

b. Peningkatan kapasitas permodalan reasuransi

Berdasarkan perannya dalam memperkuat industri asuransi nasional, LPS
memiliki peran penting dalam melindungi konsumen ketika perusahaan asuransi gagal
bayar. Di satu sisi, peran LPS ini dapat memberikan perlindungan sekaligus jaminan

yang memperkuat kepercayaan masyarakat akan kelangsungan bisnis industri asuransi.



Selain itu, jika dilihat dari sisi proses bisnis, peran reasuransi juga tidak kalah
penting mengingat perusahaan reasuransi berperan langsung dalam operasional bisnis
perusahaan asuransi sebagai mekanisme penyebaran risiko ke lingkup yang lebih luas.
Jika perusahaan reasuransi mampu untuk menanggung risiko yang disalurkan oleh
perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi dapat menjaga keberlangsungan
penjaminan kepada para nasabah jika perusahaan asuransi yang bersangkutan default.

Dalam rangka penguatan industri asuransi nasional, perlu dilakukan ekspor
kapasitas reasuransi ke luar negeri. Tentu hal ini membutuhkan modal yang lebih besar
dan reasuradur yang sehat. Oleh karena itu perusahaan reasuransi yang besar dan
memiliki kapasitas dan kapabilitas yang kuat sangat diperlukan mengingat saat ini
akumulasi ekuitas perusahaan reasuransi Indonesia masih belum dapat bersaing dengan
perusahaan reasuransi luar negeri. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan Pemerintah
untuk memperhatikan peningkatan kapasitas reasuransi nasional dengan penguatan
modal sehingga industri asuransi dapat menjalankan fungsi asuransi dengan sehat dan

kuat serta mampu berperan di global market.

Lembaga penjamin polis dan reasuransi sama-sama dibutuhkan untuk
memperkuat lingkungan asuransi di Indonesia. Melalui optimalisasi keduanya,
konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih baik menghadapi risiko gagal bayar.

Serta terciptanya ekosistem bisnis asuransi yang lebih kuat di Indonesia.
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